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BAB  I 
PENDAHULUAN 

 
1.1. LATAR BELAKANG. 

Berdasarkan Pasal 5 ayat (1) Undang-undang Nomor 25 
Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan 
Nasionalditegaskan bahwa Pemerintah Daerah harus menyusun dan 
menetapkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) daerah 
bersifat prediktif dan memuat hal-hal yang fundamental dan krusial 
yang terdiri dari Visi, Misi dan Arah Pembangunan Daerah yang 
mengacu kepada RPJP Nasional. Untuk mencapai tujuan 
pembangunan sebagaimana diamanatkan  dalam Pembukaan 
Undang-undang Dasar Tahun 1945 maka Pembangunan jangka 
Panjang Daerah Kabupaten Solok Tahun 2006-2025 merupakan 
kelanjutan dan pembaharuan dari tahap pembangunan dalam 
jangka 20 (dua puluh) tahun. 

RPJP Daerah Tahun 2006–2025 Kabupaten Solok ini 
merupakan pedoman untuk menyusun RPJM Daerah. Operasional 
RPJM dijabarkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) 
yang merupakan rencana pembangunan tahunan daerah, 
didalamnya memuat Rencana strategis dan rencana kerja.  Rencana 
Kerja (Renja) Perubahan merupakan pedoman perencanaan 
Organisasi Perangkat Daerah untuk satu tahun yang memuat 
pelaksanaan kegiatan pembangunan OPD secara rinci.  

Penyusunan Renja Perubahan dimaksudkan agar 
pelaksanaan kegiatan pembangunan menjadi lebih terarah, efektif, 
efisien, terpadu dan terukur dalam rangka mewujudkan tujuan, 
sasaran,program dan kegiatan pembangunan yang telah ditetapkan 
sebagai dokumen rencana tahunan OPD.  

Dalam menyusun Rencana Kerja Perubahan SKPD perlu 
penyelarasan program dan kegiatan sesuai skala prioritas daerah 
sebagai upaya mensinergikan pencapaian sasaran dan target. 

 
1.2. LANDASAN HUKUM 

 

1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan 
Daerah Otonom dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera 
Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 
25); 

2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 
5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 

3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem 
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4421); 

4. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana 

Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700); 
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5. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 
244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan 
Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang cipta kerja; 

6. Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi 
Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 
Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5601); 

7. Undang-undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pemilihan 
Gubernur,Bupati dan Walikota (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5678); 

8. Undang-undang Nomor 6 tahun 2020 tentang Penetapan 
Peraturan Pemerintah tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan 
Walikota; 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang 

Keterbukaan Informasi Publik; 
10. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 tahun 2015 

tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 
Tahun 2020-2024; 

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang 
Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang 
Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi 
Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah; 

12. Permendagri nomor 86 tahun 2017 tentang Tata Cara 
Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Rancangan 
Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan 
Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah 
dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata 
Cara Perubahan Rencana Pembangunan;  

13. Permendagri Nomor 77 tahun 2020 tentang Pedoman Teknis 
Pengelolaan Keuangan Daerah; 

14. Peraturan Daerah Propinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2008 
tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Propinsi 
Sumatera Barat Tahun 2005-2025; 

15. Peraturan Daerah Kabupaten Solok Nomor 4 Tahun 2005 tentang 
Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah 
Kabupaten Solok Tahun 2006-2025 (Lembaran Daerah 
Kabupaten Solok Tahun 2005 Nomor 28); 

16. Peraturan Daerah Kabupaten Solok Nomor 1 Tahun 2013 tentang 
Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Solok Tahun 
2012-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Solok Nomor 52); 

17. Peraturan Daerah Kabupaten Solok Nomor 7 Tahun 2015 tentang 
Sistem Perencanaan Pembangunan dan Penganggaran Daerah 
(Lembaran Daerah Kabupaten Solok Tahun 2015 Nomor 7, 
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Solok Nomor 64); 

18. Peraturan Daerah Kabupaten Solok Nomor 8 Tahun 2016  tentang 
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah; 

19. Peraturan Daerah Kabupaten Solok Nomor 4 Tahun 2021  tentang 
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 
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Kabupaten Solok Tahun 2021– 2026; 
20. Peraturan Bupati Solok Nomor 71 Tahun 2020 tentang 

Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata 
Kerja Badan Keuangan Daerah; 

1.3. MAKSUD DAN TUJUAN. 
 MAKSUD 

Rencana Kerja PerubahanBadan Keuangan DaerahKabupaten 
Solok disusun dengan maksud untuk menyatukan visi dan 
misiseluruh aparatur pengelola keuangan yang adadi Badan 
Keuangan Daerahagar dapat bekerja sesuai dengan pedoman 
yang sama dalam menyusun rencana dan pengendalian program, 
kegiatan dan sub kegiatan di Kabupaten Solok. Dalam hubungan 
tersebut diharapkan setiap aparatur pengelola keuangan harus 
mau dan mampu mengembangkan tenaga dan pikirannya dalam 
menentukan output (hasil)dalam menentukan strategi yang tepat 
untuk mencapai tujuan dan sasaran dalam penyelenggaraan 
tugas pokok dan fungsi Badan Keuangan Daerah. 

TUJUAN 
Tujuan yang hendak dicapai dalam penyusunan Rencana Kerja  

Perubahan Badan Keuangan Daerah adalah : 
1. Menjabarkan Rencana Strategis ke dalam   program, kegiatan 

dan sub kegiatan dalam 1 (satu) tahun anggaran. 
2. Menjadikan pedoman dalam pelaksanaan program Badan 

Keuangan Daerah Kabupaten Solok. 
3. Sebagai upaya mewujudkan efisiensi dan efektifitas dalam 

perencanaan anggaran dan program kegiatan yang ada pada 
Badan Keuangan Daerah . 

 
1.4. SISTIMATIKA PENULISAN. 

BAB I PENDAHULUAN. 

  1.1. Latar Belakang. 
 1.2 Landasan Hukum. 
 1.3 Maksud dan Tujuan. 

 1.4 Sistematika Penulisan. 
BAB II EVALUASI RENJA OPD SAMPAI DENGAN TRIWULAN II 

TAHUN 2023. 
 
BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN OPD 

BAB IV PENUTUP. 
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BAB II 
EVALUASI RENJA BADAN KEUANGAN DAERAH SAMPAI DENGAN 

TRIWULAN II TAHUN 2023 
 

Kinerja Kantor Badan Keuangan Daerah tahun 2023 tercermin 
dalam pencapaian sasaran yang dilaksanakan melalui berbagai program 
dan kegiatan. Pelaksanaan evaluasi terhadap Renja tahun 2023 telah 
dilaksanakan sampai dengan triwulan II tahun 2023 yang 
menggambarkan kinerja capaian masing-masing program di Badan 
Keunagan Daerah. Hasil evaluasi terhadap Rencana Kerja Pemerintah 
Daerah (RKPD) akan menjadi acuan dalam menyusun upaya tindak lanjut 
pada triwulan berikutnya. Dari hasil pelaksanaan evaluasi terhadap RKPD 
sampai dengan triwulan II, diperoleh permasalahan, faktor pendukung 
dan upaya tindak lanjut urusan perangkat daerah. 

Evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja (RENJA) dan capaian Renstra 
SKPD Badan Keuangan Daerah Tahun 2021-2026. Strategi, kebijakan, 
program dan Kegiatan yang menjadi urusan wajib ditentukan dari hasil 

pelaksanaan program dan kegiatan yang disesuaikan dengan RENJA 
tahun bersangkutan dan RPJMD 2021-2026 Kabupaten Solok. Indikator 
kinerja yang ingin dicapai ditetapkan target-target capaiannya yang dapat 
memberikan gambaran tentang ukuran keberhasilan dalam pencapaian 
Visi dan Misi Badan Keuangan Daerah Kabupaten Solok. 
 

Adapun rincian target realisasi kinerja sebagai berikut: 
A. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota 

1. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat 
Daerah Pada kegiatan ini dengan target kinerja berupa Persentase 
pelaporan kinerja perencanaan dan evaluasi yang disampaikan tepat 
waktu yang disusun dengan target 100 % yaitu dokumen perencanaan 
diantaranya Dokumen RKA, DPA, dokumen Renja Perangkat Daerah. 
Dengan realisasi kegiatan 50%. 

 
2. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah dengan Indikator 

Keluaran Kegiatan adalah Persentase pelaporan kinerja keuangan dan 
akuntansi yang disampaikan tepat waktu dengan target realisasi 
sebesar 100% dengan realisasi 50 % . 
 

3. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah pada Perangkat Daerah 
dengan Indikator Keluaran Kegiatan adalah Persentase administrasi 
kepegawaian perangkat daerah dengan target realisasi sebesar 100%. 
Terealisasi 50% 
 

4. Administrasi Umum Perangkat Daerah dengan Indikator Keluaran 
Kegiatan adalah Persentase pemenuhan layanan administrasi 
perkantoran, sarana dan prasarana dengan target realisasi sebesar 
100%, teralisasi 50 %. 

 
5.  Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah 

Daerah dengan Indikator Keluaran Kegiatan adalah  Persentase 

pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 
dengan target realisasi sebesar 100%, teralisasi 50 %. 
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6. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dengan 
Indikator Keluaran Kegiatan adalah  Persentase pemenuhan layanan 
administrasi perkantoran dengan target realisasi sebesar 100%, 
teralisasi 50 %. 

 
7. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan 

Daerah dengan Indikator Keluaran Kegiatan adalah  Persentase 
pemenuhan sarana dan prasarana perkantoran dengan target realisasi 
sebesar 100%, teralisasi 50 %. 

 

8. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan 
Daerah dengan Indikator Keluaran Kegiatan adalah  Persentase 
pemenuhan sarana dan prasarana perkantoran dengan target realisasi 
sebesar 100%, teralisasi 50 %. 

 
B. Program Pengelolaan Keuangan Daerah  

1. Kegiatan Koordinasi dan penyusunan rencana anggaran daerah dengan 

Indikator Keluaran Kegiatan adalah  Persentase Koordinasi dan 
penyusunan rencana anggaran daerah dengan target realisasi sebesar 
100%, teralisasi 50 %. 
 

2. Kegiatan Koordinasi dan pengelolaan perbendaharaan daerah dengan 
Indikator Keluaran Kegiatan adalah  Persentase Koordinasi dan 
pengelolaan perbendaharaan daerah dengan target realisasi sebesar 
100%, teralisasi 50 %. 
 

3. Kegiatan Koordinasi dan pelaksanaan akuntansi dan pelaporan 
keuangan daerah dengan Indikator Keluaran Kegiatan adalah  
Persentase Koordinasi dan pelaksanaan akuntansi dan pelaporan 
keuangan daerah dengan target realisasi sebesar 100%, teralisasi 50 %. 
 

4. Kegiatan Penunjang urusan kewenangan pengelolaan keuangan daerah 
dengan Indikator Keluaran Kegiatan adalah  Persentase Penunjang 

urusan kewenangan pengelolaan keuangan daerah dengan target 
realisasi sebesar 100%, teralisasi 50 %. 

 
5. Kegiatan Pengelolaan data implementasi sistem informasi pemerintah 

daerah lingkup keuangan daerah dengan Indikator Keluaran Kegiatan 
adalah  Persentase Pengelolaan data implementasi sistem informasi 
pemerintah daerah lingkup keuangan daerah dengan target realisasi 
sebesar 100%, teralisasi 50 %. 

 
C. Program Pengelolaan Barang Milik Daerah 
1. Kegiatan Pengelolaan barang milik daerah dengan Indikator Keluaran 

Kegiatan adalah  Persentase Pengelolaan barang milik daerah dengan 
target realisasi sebesar 100%, teralisasi 50 %. 
 

D. Program Pengelolaan Pendapatan Daerah 
1. Kegiatan pengelolaan pendapatan daerah dengan Indikator Keluaran 

Kegiatan adalah  Persentase pengelolaan pendapatan daerah dengan 
target realisasi sebesar 100%, teralisasi 50 %. 
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Badan Keuangan Daerah menyelenggarakan 4 Program urusan 
Keuangan Daerah dengan anggaran sebesar Rp. 200.281.628.803 dan 
realisasi pada Triwulan II sebesar Rp. 94.760.138.603. Rata-rata kinerja 
Program SKPD adalah sebesar 47,31% dengan predikat Sangat Rendah.  
Berikut Faktor pendukung, penghambat dan tindak lanjut Program pada 
Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan : 

a. Faktor Pendukung : 
1. Dukungan dan peran aktif dari Tim TAPD; 
2. Sumber Daya Manusia yang berkualitas dan berkompeten; 
3. Partisipasi atau peran aktif Stakeholder (PPK SKPD dan Kasubbag 

Perencanan SKPD); 
4. Sarana dan Prasarana yang mendukung; 
5. Didukung oleh sistem Informasi secara elektronik. 

b. Faktor Penghambat : 
1. Belum semua kegiatan terlaksana sesuai dengan yang 

direncanakan; 
2. Masih adanya hutang kegiatan tahun 2022. 

c. Upaya Tindak Lanjut: 
1. Melaksanakan kegiatan yang prioritas; 
2. Melakukan Perubahan Renja tahun 2023 untuk mengakomodir 

pembayaran hutang kegiatan tahun 2022 yang tercantum pada 
Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK). 
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BAB III 
RENCANA KERJA DAN  PENDANAAN BADAN KEUANGAN DAERAH 

 
Program adalah penjabaran kebijakan perangkat daerah dalam 

bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan 
sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai 
dengan tugas dan fungsi. Program ini merupakan penjabaran dari tujuan, 
sasaran, kebijakan strategis pemerintah Kabupaten Solok dengan tetap 
mengacu pada program pembangunan RPJMD.  

Kegiatan adalah serangkaian aktivitas pembangunan yang 
dilaksanakan oleh perangkat daerah untuk menghasilkan  keluaran 
(output) dalam rangka mencapai hasil (outcome) suatu program. Kegiatan 
yang disusun secara tahunan ini menjadi bahan untuk mengevaluasi dan 
memperbaiki program yang berdimensi 5 (lima) tahun Badan Keuangan 
Daerah Kabupaten Solok melaksanakan 4 Program, 14 kegiatan dan 52 
Sub Kegiatan. 

Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Badan Keuangan Daerah 

Kabupaten Solok  telah menetapkan program dan kegiatan yaitu : 
I. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Solok 

1. Kegiatan perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja 
perangkat daerah. 

2. Kegiatan administrasi keuangan perangkat daerah. 
3. Kegiatan administrasi kepegawaian perangkat daerah. 
4. Kegiatan administrasi umum perangkat daerah. 
5. Kegiatan penyediaan  jasa penunjang urusan pemerintahan daerah. 
6. Kegiatan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan 

pemerintahan daerah. 
7. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah 

Daerah. 
II.  Program Pengelolaan Keuangan Daerah. 

8. Kegiatan koordinasi dan penyusunan rencana anggaran daerah. 
9. Kegiatan koordinasi dan pengelolaan perbendaharaan daerah. 
10. Kegiatan koordinasi dan pelaksanaan akuntansi dan pelaporan 

keuangan daerah. 
11. Kegiatan penunjang urusan kewenangan pengelolaan keuangan 

daerah. 
12. Kegiatan pengelolaan data dan implementasi sistem informasi 

pemerintah daerah lingkup keuangan daerah. 
III. Program Pengelolaan Barang Milik Daerah. 

13. Kegiatan pengelolaan barang milik daerah. 
IV. Program Pengelolaan Pendapatan Daerah 

14. Kegiatan pengelolaan pendapatan daerah. 
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Kinerja penyelenggaraan Badan Keuangan Daerah didukung oleh 4 
program, 14 kegiatan dan 52 sub kegiatan. 
 
Tabel 3.1 REKAPITULASI PAGU INDIKATIF PENAMBAHAN RKPD 

KABUPATEN SOLOK TAHUN 2023 
 
 

 
Secara lengkap, uraian program, kegiatan dan sub kegiaitan beserta pagu 
indikatif dapat dilihat pada lampiran berikut ini : 

Indikator Kinerja 

APBD AWAL 2023 
PAGU PENAMBAHAN 

RKPD 2023 

PENAMBAHAN / 

PENGURANGAN Uraian Target 

1 

Program Penunjang 
Urusan Pemerintahan 

Daerah 
Kabupaten/Kota 

100% 37.699.193.765,00 43.522.807.406,00 5.823.613.641,00 

2 
Program Pengelolaan 

Keuangan Daerah 
100% 165.203.024.599,00 164.526.675.158,00 (676.349.441,00) 

3 
Program Pengelolaan 

Barang Milik Daerah 
100% 971.174.830,00 1.246.093.228,00 274.918.398,00 

4 
Program Pengelolaan 

Pendapatan Daerah 
100% 1.255.179.241,00 1.786.969.890,00 531.790.649,00 

JUMLAH 205.128.572.435,00 
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